
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51 TAHUN 1996 

TENTANG 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL 

SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengusahaan serta 

pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan maka 
kekayaan negara pada Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan 
Pelabuhan Kuala Enok, perlu dialihkan dan ditetapkan menjadi 
tambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I; 

b. bahwa penambahan penyertaan modal negara tersebut, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 
Mengingat :  1. Pasal  5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang  Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1969 tentang 
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2904); 

3. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3587); 

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan 
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara 
Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara 
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan 
Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran 



Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia I menjadi 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 
74); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN 
PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I. 

 
BAB I 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 
 

Pasal 1 
 
(1) Terhitung sejak tanggal 1 April 1996 sebagian kekayaan Negara yang tertanam 

pada Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Kuala Enok, dialihkan dan 
ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke 
dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I 
yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991. 

 
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 6.900.088.380,00 (enam miliar sembilan ratus 
juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian 
sebagaimana terlampir. 

 
BAB II 

PELAKSANAAN PENAMBAHAN 
PENYERTAAN MODAL 

 
Pasal 2 

 
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam 
modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dan ketentuan Peraturan 


